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kan dasar bagi penegak hu
kum untuk menyelidikinya,” 
ucap Askun kepada KBE, 
Selasa (04/2/20).

D ika takannya , un tu k  
penyelenggaraan try out 
tersebut, pemerintah sudah 
m engeluarkan anggaran 
cukup besar, buat jasa si 
penyedia server, sementara 
yang seharusnya sebagai 
penanggungjawab kegia- 
tan tersebut Kepala Bidang 
(Kabid) SMP Dinas Pendidi- 
kan Pemuda dan Olahraga 
(Disdikpora) Karawang, Su- 
pandi malah kebingungan 
harus berbuat apa.

"Yang saya heran, itu kok 
Kabid SMP, malah berstate- 
ment merasa bingung dan

harus berkoordinasi dengan 
siapa?, Kalau dia saja selaku 
Kuasa Pengguna Angga
ran (KPA) bingung harus 
berkoordinasi dengan siapa, 
apa lagi masyarakat atau 
orang tua siswa terkait nasib 
anak-anaknya yang akan 
mengikuti try out ujian itu?" 
ucapnya.

Lanjut Askun, sebagai 
orang yang paling bertang- 
gungajawab dengan keg- 
iatan tersebut seharusnya 
Kabid SMP Disdikpora bisa 
berhubungan  langsung 
dengan penyedia jasa.

"Ya tegur dong! Bila perlu 
marahi tuh penyedia jasan- 
ya, mahal-mahal anggaran 
yang di gelontorkan dari

dana BOS yang notabene 
bersumber dari uang Ne
gara. Tapi kualitas servemya 
malah m em buat kecewa 
alias tidak profesional,” 
tegasnya.

Masih kata Askun, dirin- 
ya menyayangkan pihak 
Disdikpora yang dinilai 
sembarangan dalam me- 
nentukan penyedia jasa 
atau penyelenggara try out 
tersebut.

"Bagaimana nasib para 
siswa peserta try out terse
but? Kepada semua pihak, 
baik itu Disdikpora, para 
Kepala Sekolah sampai den
gan penyedia jasa agar tidak 
main-main dengan persoa- 
lan yang berhubungan den
gan nasib pendidikan anak 
bangsa,” tegasnya. (gie)


